
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 2~ TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2012 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM 

DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG AWABAN 
KEUANGAN PEMERINTAH K.~BUPATEN TA IKMAL..A.,yA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA 

Menimb ang : a . bahwa untuk lebih tertib dan teraturnya sistem dan 
prosedur akuntansi dilengkapi dengan Sis em dan Pr sedur 
Penatausahaan an Pertanggungjawaban Ke angan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu untuk 
menyempurnakan era turan Bupati Tasikmalaya om or 47 
Tahun 20 2 tentang S' stem d an Prosedur Aku ntansi 
dilengkapi dengan Sistem dan Prosed r Pena ausahaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan emerintah Ka bupaten 
Tasikmalaya; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
d alam huruf a, perlu m enetapkan eraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Ta sikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sis tem dan 
Prosedur Akuntansi dilengkapi denga S' stem dan Prosedur 
Penatausahaan dan Per tanggungj wa ban Keuangan 
Pem erintah Kabupa ten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemben tukan Daerah-Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita egara Tabun 1950) 
sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pem bentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. 

4. 

5 . 
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Undang-Unda..T1g Nemer 17 Ta..l-J.u n 2003 tenta..T1g Keua..T1gan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 
Undang-Undang Nomor 
Pemeriksaan Pengelolaan 

egara (Lembaran egara 
Nomor 66, Tambahan Le 
Nomor 4400); 

15 Tahun 2004 tentang 
dan Tanggungjawab Keuangan 
epu ik donesia Tahun 2004 

aran egara Republik Indonesia 

6 . Un dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah eberapakali diubah terakhir den gan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-un ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembaran egara Republik I donesia 
Tahun 2008 No or 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembar Ne ara Rep blik - donesia Tahun 2004 
Nomor 26, Ta bahan Lembara n T gara Rep b ik Indonesia 
Nomor 4438) ; 

8. Peratu ran Pemerin tah Nomor 20 Tah n 200 1 tentang 
Pembin aan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara R publik Indonesia 
Tahu n 2001 Nomor 4 1, Ta baha Le a ran Negara 
Repu blik Indones 'a N mo 40 0); 

9 . Pera turan Pemerin tah Nomor 23 Tah u n 2005 tentang 
Pen gelolaan Keuan gan Badan Layanan Um um (Lembaran 
Negara Rep blf Indonesia "'ahu n 2005 Nomor 48, 
'T'_~ k_ """' ''''_ T - -l-..- -a- 1\1 ___ n ...... "kl~l T T_ ~ ____ ~_ 1\1 ___ _ 
.l CUB U Q..l.lQ..l l J..A.,.l H U Q..l .l.l l' ..... !SQ.l Q. .l '-..... U. Ullfi. i i.lUV.l.l ..... ,;:,.lQ. i'ViiiVi 

45 2); 
Pemerintah ... Iomcr 54 Tahun 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 4574) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan 
Indonesia Nomor 4577); 
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13. Perap.lraIl Pemerintah Nemer 58 Tahu n 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

15. Peraturan 
Pelaporan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Keuangan dan Kinerja In stansi Pemerintah 

(Lemuaran ~Jegara n.epuulik .indonesia Ta h un 2006 
25, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 
Ll#; 1 Ll \· 

I V .L I " ~ 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemeri tah Nomor 71 Tahun 201 0 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
en tang Pedoman enge aan Keuangan Daerah, 

"ebagainana tela h -J i" baH 1--ber'"'pakali diu bah terakhir 

dengan Peratu ran Men eri Da am Negeri omor 2 1 Tahun 
2011 ten tang Perub·ahan Kedua J ... tas PeraturaJ. .L rv1enteri 
Dalam Negeri Nomor 1 ah u n 2006 tentang Pedoman 
Pengel laan Keuangan Daerah; 

19 . eratu ran Ment ri D am e eri omor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Pena t u sahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

20. Peratu ran Menteri Dalam Negeri omor 53 Tahun 2011 
ten tang Pembentu kan Produ Huk m Daerah; 

2 1. P rat ran Daerah Kabu paten Ta ikmala a Nomor 4 Tahun 
2008 enta g Pokok-pokok P ngelo aan Keuangan Daerah; 

22. Peratu ran Daerah Kabu aten Ta ikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Ur an Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47Tahun 201 2 ten tang 
Sistem dan Prosedur AkuntansiDilengkapi dengan Sistem 
dan ProsedurPenatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2012 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI 
DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 
KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal I 

KEUANGAN PEMERINTAH 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Sistern dan Prosedur Akuntansi dilengkapi dengan Sistern dan Prosedur 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pernerin tah Kabupaten 
Tasikmalaya yang diun dangkan dalam Berita Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tabun 20 12 Nomor 47, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran C.2 huruf b diu bah, sehingga Lampiran C.2 berbu nyi 
se bagai berikut : 
a. SPP Uang Persediaan (SPP UP); dipergunakan untuk mengisi Dang 

Persediaan untuk tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali 
dalarn setahun, se1anjutnya untuk rnengisi saldo uang persediaa n dengan 
menggunakan SPP GU. 

b . SPP Ganti Uang (SPP-GU) yang dipergunakan untuk menggan ti Uang 
Persediaan yang sudah terpakai. Diajukan rne1alui SPP GU dengan 
berpedornan kepada Peraturan Bupa ti Tasikmalaya ten tang Batas tertinggi 
nilai Surat Permintaan Pernbayaran Uang Persediaan (SPP UP) dan Surat 
Permintaan Pernbayaran Ganti Ua ng (SPP GU) dalam pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun An ggaran 
Berkenaan; 

c. SPP Tambahan Uan g (SPP-TU) yang dipergunakan hanya untuk 
rnernintakan Tambahan Uang dengan syarat-syarat seba gai berikut : 
1. Un tuk rnernen u h i kebutuhan be1anja yang sanga t rnendesak; 
2. Saldo UP tidak m encu kupi u n tuk mernbiayai be1anja yang akan 

dike1u arkan; 
3. Didasarkan pada rene ana perkiraan penge1uaran yang rnatang atas 

pelaksanaan program dan kegiatan terten tu. Pada priode terse but 
direneanakan adanya kegiatan swake10la yang sifatnya tidak rutin; 

4. Dipergunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D 
diterbitkan; 

5 , Pengeluaran hams dipertan ggun gjawabkan tersendiri dalam jangka 
waktu 1 bulan dan bila tidak habis harus disetorkan kern bali ke Kas 
Daerah. 

6. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan 
untuk: 
a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan 
b) Kegiatan yang rnengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PAjKPA. 
2. Ketentuan Lampiran halaman C-26 mengenai Bukti Verifikasi Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) diubah, sehingga Lampiran halaman C-
26 mengenai Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 
berbunyi sebagai berikut: 



, . . 

SPP UP dan SPI'-.1 UP 

D Surat Pengantar SPP UP; 
D Ringkasan SPP UP; 
D Rincian SPP UP; 
D Salinan SPD; 
LJ SPMUP; 
D Register SPM UP, GU, TU, LS (seluruh SPM); 
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o Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA)iKuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak 
dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan; 

D Pengesahan Surat ertanggung awaban sebe umnya oleh PPK SKPD, 

3. Ketentuan Lampiran pada halaman C-S2 mengenai SPM GU d 'ubah, sehingga 
Lampiran pada halaman C-S2 untuk SPM GU ber ny ' sebagai berikut: 
a. sura t pernyataan tanggungjawab Pengguna AnggaranjKua sa Pengguna 

n ggaran; 
. surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode 
sebelumnya; dan 

c, bu kti atas penyetoran PPN/PPh. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berla u pada Tahu Anggaran 201 . 

Agar setia orang mengetahuiny, memerin a kan pen g ndangan 
Peraturan Bu ati 'ni e gan pen mpatann Berita aerah Kabupaten 
Tasikmalaya . 

Diundangkan di ngaparna 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAE H 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

' etapk di m ga parna 
ada tanggal 6 ovember 2013 

/ BUPATI TASIKMALAYA, 

f ....;! U RUZHANUL ULUM 11;-

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2013 NOMOR 


